Pengantar:
Dr; Ir; Rita Sulastini, M.M.Pd

M. Yusuf Sanny, Muhammad Nurbih Abdullah, Entuy Kurniawan,
Erry Hendriawan, Neneng Yety Hanurawaty, FX. Wibathsuh Bambang Wiedjanarko,
Yosephina ardiani Septiati, Ira Rahayu, Popi Siti Ichsanniaty, Chikal Anugrah Putra Naisabur,
L Purnama, Cas Fitrianingsih

~ Editor:
Prof.r. Sofyan Sauri, M.Pd

Widyaiswara

alam Kerangka Kebjiakan Rublik




Dalam herangka hebijakan Publik

M. Yusuf Sanny, Muhammad Nurbih Abdullah, Entuy Kurniawan,
Erry Hendriawan, Neneng Yety Hanurawaty, FX. Wibathsuh Bambang Wiedjanarko,
Yosephina ardiani Septiati, Ira Gustira Rahayu, Popi Siti Ichsanniaty, Chikal Anugrah Putra Naisabur,
Wahyu Purnama, Cas Fitrianingsih

©

(Penerbit

LLY

idina



PERAN WIDYAISWARA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:
M. Yusuf Sanny, Muhammad Nurbih Abdullah,
Entuy Kurniawan, Erry Hendriawan, Neneng Yety Hanurawaty,
FX Wibathsuh Bambang Wiedjanarto, Yosephina Ardiani Septiati,
Ira Gustira Rahayu, Popi Siti Ichsanniaty, Chikal Anugrah Putra Naisabur,
Wahyu Purnama, Cas Fitrianingsih

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber llustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Rita Sulastini

ISBN:
978-623-459-674-8

Cetakan Pertama:
Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370


http://www.freepik.com/

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Peran Widyaiswara Dalam
Kerangka Kebijakan Publik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan,
semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah
wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang
Peran Widyaiswara Dalam Kerangka Kebijakan Publik.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami
untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di
masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2023

Penulis



ORIENTASI

Jabatan Fungsional, sebagai Jaminan Mutu Pendidik
Oleh: Rita Sulastini

Peningkatan kualifikasi bagi pendidik, suatu keharusan. Bukan lagi
sebatas pengembangan kompetensi dan kewenangan dalam
menyelenggarakan proses pendidikan, namun juga kemampuan diri dalam
mengelola sistem demi berlangsungnya proses. Pendidik harus memiliki
kepercayaan diri dan keleluasaan dalam mengelola antara melaksanakan
kewajiban dalam membelajarkan, dengan melaksanakan hal-hal yang dituntut
darinya sebagai seorang pendidik.

Tuntutan ini menjadi batasan tanggung jawab pendidik dalam
mengemban tugas. Namun di satu sisi, tuntutan yang diberikan oleh institusi,
harus dapat memberi dampak balik yang positif bagi pendidik secara
profesional. Pendidik harus semakin berkualitas karena adanya tuntutan yang
harus dipenuhi. Institusi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus
profesional dan proporsional dalam memberi beban profesi yang akan sangat
mempengaruhi pengembangan kinerja pendidik. Tuntutan yang tidak hanya
memuat rencana-rencana strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan,
namun lebih utama adalah seberapa jauh institusi terlibat dalam melindungi
kinerja dan kiprah pendidik sebagai aset dalam melaksanakan kewajiban dan
mengelola proses secara mandiri.

Perlindungan pada tanggung jawab ini jelas membutuhkan kepastian.
Adanya legalitas pada kinerja melalui sistem yang terintegrasi, membuat
pendidik dapat menjalankan fungsi dan tugas secara benar, sesuai dengan
aturan dan panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam berbagai
yuridis pendidikan, serta dapat bekerja secara terprogram dibawah kendali
target dengan terstruktur. Legalitas profesi inilah yang diberikan kepada
pendidik melalui jabatan fungsional.

Penetapan jenjang jabatan fungsional merupakan ketentuan jabatan
fungsi yang memuat detail tugas dan kewajiban seorang pendidik
berdasarkan standar kompetensi. Jabatan fungsional ini merupakan suatu
bentuk pengakuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait kualifikasi
pendidik dengan pedoman bobot kualitas yang telah ditentukan secara
berjenjang. Adapun pedoman bobot kualitas dalam penyelenggaraan
pendidikan dirumuskan melalui koordinasi kementrian terkait, baik pada
pendidikan dan kebudayaan, pendidikan tinggi, riset dan inovasi hingga
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penertiban aparatur negara sebagai bentuk layanan arahan dan
pendampingan pada profesionalisme kinerja pendidik.

Disinilah fungsi sesungguhnya jabatan fungsional tersebut terkait hak dan
kewajiban yang dimiliki seorang pendidik. Pertama, memberi perlindungan
hukum berdasarkan kualifikasi pendidik, meliputi layanan atas pemberian
beban kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas pendidikan, serta
layanan atas pemenuhan hak perolehan yang diterima pendidik sebagai ke
ajegan pengakuan jabatan. Kedua adalah, membangun profesionalisme
pendidik dalam mengelola proses pembelajaran melalui berbagai klasifikasi
komponen. Setiap komponen yang tersebut dalam peraturan diharapkan
dapat meningkatkan profesionalisme pendidik dalam menjalankan fungsi dan
tugas.

Hal penting lain adalah, jabatan fungsional menjadi bentuk pengawasan
kinerja melalui sistem secara berkala. Dimana kualitas sistem ini sangat
bergantung tidak hanya pada diri pendidik, namun juga pada institusi dan
seluruh perangkat yang membangun sistem dimana pendidik mengabdi. Oleh
karena itu kinerja sistem pun harus berfungsi dengan baik. Sebagaimana pula
suatu pengawasan, maka dalam prosesnya institusi harus dapat
mengidentifikasi potensi dan kendala di lapangan dengan mewadahi berbagai
hal terkait dampak kinerja jabatan yang diberikan kepada pendidik tersebut.
Dukungan sistem kemudian dikeluarkan dalam bentuk kebijakan di setiap unit
kerja dengan beberapa tahapan.

Pertama tentu, diawali dengan seberapa jauh institusi dapat membaca
dan mempelajari bahwa jabatan fungsional pendidik ini sudah merupakan
sebuah modal yang dapat menjadi jaminan mutu institusi. Kemampuan
institusi dalam melihat kompetensi hingga keahlian pendidik berdasarkan
jabatan fungsional yang dimilikinya, menjadi dasar untuk memformulasikan
hingga merumuskan kebijakan dalam penempatan pendidik. Penempatan
inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab pendidik untuk mengelola
sistem pendidikan sesuai tuntutan yang diberikan oleh institusi berdasarkan
klasifikasinya serta memperoleh hak-hak profesional — pendapatan maupun
layanan — yang harus diberikan dan dipenuhi sebaliknya oleh institusi sebagai
bentuk tanggung jawab logis dan perlindungan hukum.

Dalam implementasinya, kualitas kinerja pendidik yang telah memiliki
jabatan fungsional akan selalu dievaluasi secara manual maupun sistem baik
pada tingkat institusi maupun kementrian sebagai bentuk transparansi
pengendalian pusat. Sistem pun terbentuk secara berjenjang. Baik evaluasi
pada ketepatan jabatan fungsional akan terpenuhinya komponen kerja yang
diharuskan. Maupun evaluasi pada kinerja institusi, apakah sistem dalam
mengelola jabatan fungsional ini telah memberi layanan dengan baik kepada
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pendidik. Tentu saja, seluruh komponen beban fungsi dan tugas ini
disesuaikan kebutuhan capaian institusi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Jabatan fungsional, tidak hanya mendeskripsikan ruang lingkup tanggung
jawab pendidik dalam menjalankan fungsi dan tugas, namun lebih jauh
adalah menuntut tanggung jawab institusi dalam menetapkan efektivitas
kinerja jabatan kepada diri pendidik. Jabatan fungsional merupakan klasifikasi
profesionalisme kerja yang tidak hanya menjadi ukuran mutu, namun di
dalamnya terdapat bobot pada setiap capaian komponen kinerja secara
terukur terhadap kompetensi, kekmampuan, dan kepercayaan diri pada setiap
diri pendidik dalam menjalankan fungsi dan tugas profesi di dalam sistem.
Tidak sebaliknya terbebani karena sistem yang tidak mendukung maupun
tuntutan yang di luar batasan tanggung jawab.

Pembahasan dalam bab-bab berikut akan mendeskripsikan lebih jauh
efektivitas jabatan fungsional pendidik secara implementatif. Sebagaimana
buku ini akan dengan mengangkat kinerja Widya Iswara pada Kementrian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan
Vokasi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bidang Mesin dan Teknik Industri, Cimahi, Jawa Barat. Lebih jauh, buku ini
juga menyoroti implementasi kebijakan jabatan fungsional yang memberi
pengaruh bahkan kendala pada beban kerja maupun dampak implementasi
kebijakan tersebut.

Bagi pendidikan vokasi — maupun pendidikan pada jenjang lain —jabatan
fungsional seorang pendidik sejatinya menjadi penjamin mutu akan kualitas
institusi. Kinerja jabatan tidak bisa lagi sesempit memenuhi tuntutan bagi
lulusan, namun harus memenuhi berbagai komponen yang telah diatur dalam
klasifikasi jabatan fungsional itu sendiri sebagai dasar pengayaan pengelolaan
proses pembelajaran. Kinerja jabatan juga harus lebih luas dari standar mutu
institusi karena dengan jabatan fungsional inilah kemampuan dan kompetensi
pendidik akan berkembang dibawah pedoman format yang telah dibakukan.

Efektivitas jabatan fungsional terukur dalam sistem. Disinilah institusi
harus melihat jabatan fungsional pendidik secara proporsional. Kebijakan
yang terkait dengan optimalisasi fungsi dan tugas sesuai jenjang jabatan,
harus menjadi bentuk layanan bagi pendidik untuk menjaga mutu jabatan itu
sendiri, bukan untuk mengeksplor pada kualitas di luar jenjang. Hal ini sangat
penting agar institusi mampu memformulasikan dan memetakan
perencanaan melalui standar jabatan fungsional pendidik dengan baik dan
memberi dampak positif kembali bagi pendidik.

Hal lain sebagaimana dikaji lebih dalam buku ini adalah perilaku dan sikap
para pendidik dalam menerima dan merespon tuntutan pada jabatan
fungsional sebagaimana adanya. Suatu situasi yang mengilustrasikan
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bagaimana institusi sudah saatnya mengeluarkan kebijakan yang tertuang
dalam program kualitas jabatan, hingga pada ranah kurikulum maupun pada
program pemberdayaan pendidik. Komponen yang harus dipenuhi sesuai
jabatan fungsional yang dimiliki, sudah merupakan tuntutan profesi yang
tidak hanya harus dicapai, namun meningkatkan kualitas jabatan itu sendiri.
Dengan demikian kinerja jabatan fungsional ini tidak hanya menggugurkan
pengakuan peningkatan kompetensi, namun menjadi asset mutu, bukan
sekedar pada kebutuhan normative kualifikasi pendidik maupun administratif
pada sistem

Bandung, 25 Juni 2023
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BAB

KEBIJAKAN PUBLIK

A. KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Publik berasal dari kata Public Policy dalam modul ini akan
dibagi ke dalam pokok-pokok bahasan yaitu pengertian, paradigma

ilmu administrasi Negara, model-model dalam mempelajari kebijakan
publik dan proses kebijakan publik.

Pengertian Kebijakan Publik; beraneka ragam para pakar berusaha
mendefinisikan Kebijakan Publik melalui berbagai sudut pandang. Satu
persatu dalam pokok bahasan ini, pengertian-pengertian tersebut akan
dibahas satu per satu. Meskipun terdapat kesamaan dan perbedaan dalam
berbagai definisi, namun kesemuanya menunjukkan hubungan yang sangat
erat antara politik dan administrasi negara, meniadakan dikotomi politik-
administrasi yang tercermin pada hubungan kausalitas antara kebijakan
publik dan kepentingan publik.

Mempelajari kebijakan publik tidak akan terlepas dari pertumbuhan
paradigma-paradigma ilmu administrasi negara, karena tumbuh dan
kembangnya ilmu kebijakan publik sangat berkaitan dengan perkembangan
ilmu administrasi Negara dalam hubungannya dengan ilmu politik. Peran ilmu
kebijakan publik dalam menjembatani kedua ilmu tersebut dapat diperjelas
dengan mempelajari paradigma-paradigma ilmu administrasi negara.

Model-model Kebijakan Publik; Mempelajari sesuatu akan lebih mudah
apabila menggunakan sebuah abstraksi dari realita. Demikian juga dalam
mempelajari Imu Kebijakan Publik, berbagai model akan dipergunakan, yaitu
model hasil dan dampak serta model proses kebijakan publik.
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BAB
2

KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN

A. FILOSOFI KEBIJAKAN PUBLIK
1. Kebijakan (policy) umum

Pentingnya kebijakan digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan
terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi
kepemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau
nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakini
mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan
sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta
berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang
terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (public policy) merupakan
rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk
keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan
pejabat pemerintah.

2. Fungsi Filsafat Kebijakan

Dalam filsafat kebijakan (policy philosopies) memperkenalkan konsep
pemerintahan dalam masyarakat yang pluralistis, seperti Indonesia dan
Amerika Serikat dengan teori Brokerism. Di antara penganut teori ini, yaitu
David Easton dan Robert Dahl sangat membantu memahami pluralisme. Teori
Brokerism beranggapan bahwa masyarakat terdiri atas beberapa kelompok
kepentingan (interest-group) dan pemerintah “sebagai alat perekat” serta
memiliki pegangan yang kuat dari semua unsur kelompok kepentingan itu
menjadi suatu kekuatan yang terintegrasi.
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ARAH KEBIJAKAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYASWARA

A. PERAN DAN TUGAS WIDYASWARA

Widyaiswara berasal dari bahasa Sansekerta. yaitu widya yang berarti
ilmu dan pengetahuan serta iswara yang berarti pengendali atau penguasa.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia widyaiswara berarti guru, atau jabatan
fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan tugas mendidik,
mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan
dari instansi pemerintah. Berdasarkan Permenpan RB No. 42 tahun 2021,
Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan
pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan
kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada
Instansi Pemerintah.

Tugas jabatan Widyaiswara adalah melaksanakan kegiatan Pelatihan,
Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka
pengembangan kompetensi ASN. Unsur kegiatan tugas Widyaswara adalah a.
Pelatihan, meliputi: 1. perencanaan Pelatihan; 2. pelaksanaan Pelatihan; dan
3. evaluasi pelaksanaan Pelatihan; b. Pengembangan Pelatihan, meliputi: 1.
pengembangan model pembelajaran; dan 2. evaluasi Pengembangan
Pelatihan; c. Penjaminan Mutu Pelatihan, meliputi: 1. perencanaan
Penjaminan Mutu Pelatihan; 2. pelaksanaan Penjaminan Mutu Pelatihan; dan
3. evaluasi Penjaminan Mutu Pelatihan. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional
Widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatannya. Jenjang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri
atas: a. Widyaiswara Ahli Pertama (Assistant Trainer); b. Widyaiswara Ahli
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FORMULASI KEBIJAKAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAISWARA

A. PENDAHULUAN

Era milenial adalah masa yang kita jalani saat ini. Era milenial
diindikasikan sebagai era atau masa ketika manusia berkejaran dengan
perkembangan teknologi canggih yang memerlukan adaptasi yang cepat
dengan perkembangannya. Dunia berada dalam genggaman. Orang yang
cepat dan tepat tanggap maka akan memetik hasil yang positif, maksimal,
dan optimal.

Widyaiswara tidak dibenarkan terlena dengan alunan ritme
perkembangan teknologi yang sudah masuk dalam kehidupan kita. Pada
masanya, mesin tik menjadi teman kita ketika mengerjakan sesuatu. pada
masa berikutnya, kita diperkenalkan dengan model computer yang sederhana
dengan menggunakan disket dan sekarang sudah masuk dunia internet yang
seolah-olah dunia dalam genggaman setiap orang.

Perkembangan yang sedemikian pesat ini, menuntut widyaiswara sebagai
mahaguru aparatur sipil negara (ASN) lebih gesit dalam menyikapi tugas dan
fungsinya sehari-hari. Tugas dan fungsi yang terkait dengan pelayanan dan
kecapaian pelayanan. Komunikasi menjadi kunci sukses pelayanan. Oleh
sebab itu, diperlukan widyaiswara yang handal dan siap menghadapi segala
perubahan dalam tugs dan fungsinya yaitu mendidik, mengajar, dan melatih
(dikjartih).

Kemajuan teknologi memberikan masalah dengan adanya ketimpangan
dan disperancy antara tuntutan zaman dan kemampuan teknologi. Oleh
sebab itu menjadi tugas widyaiswara untuk selalu memacu diri agar dapat
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAISWAYA

A. PENDAHULUAN

Widyaiswaya adalah figur sumber daya manusia yang memegang peran
penting dalam pendidikan dan pelatihan (diklat). Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik
Indonesia, Nomor 22 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional widyaiswaya
dan angka kreditnya, dituliskan bahwa: Widyaiswaya adalah PNS yang
diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi dan
Pengembangan Diklat pada Lembaga Pemerintah.

Widyaiswaya merupakan tenaga fungsional yang profesional, bertugas
mendidik, mengajar, dan melatih (dikjartih), diidealkan dengan konsep
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai proses dan
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, serta melakukan penelitian.
Dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi birokrasi Republik Indonesia, No. 42 Tahun 2021 tentang jabatan
fungsional widyaiswaya dan angka kreditnya, tugas pokok widyaiswaya
adalah melaksanakan dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada
Lembaga Diklat Pemerintah Widyaiswaya merupakan faktor utama dan
penting dalam suatu diklat. Peserta sering menjadikan mereka sebagai tokoh
teladan bahkan tokoh identifikasi diri. Pada suatu kegiatan diklat,
widyaiswaya merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya
tujuan diklat, selain unsur peserta dan fasilitas lainnya. Keberhasilan
penyelenggaraan diklat sangat ditentukan oleh kesiapan widyaiswara dalam
menyusun bahan ajar, rancang bangun pembelajaran mata diklat, rencana
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EVALUASI KEBIJAKAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAISWARA

A. PENDAHULUAN

Dalam era yang terus berkembang ini, kemampuan dan kompetensi
pegawai negeri menjadi faktor kunci dalam mencapai pelayanan publik yang
berkualitas dan efektif. Untuk mencapai tujuan ini, pelatihan dan
pengembangan pegawai negeri menjadi hal yang sangat penting. Salah satu
komponen yang penting dalam sistem pelatihan pegawai negeri adalah
jabatan fungsional Widyaiswara.

Jabatan fungsional Widyaiswara merupakan jabatan yang memiliki peran
strategis dalam pengembangan kompetensi dan keterampilan pegawai negeri.
Widyaiswara bertugas sebagai pelatih profesional yang bertanggung jawab
dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan, workshop, dan
kegiatan pengembangan lainnya. Dengan peran yang krusial ini, kebijakan
terkait jabatan fungsional Widyaiswara harus dievaluasi secara menyeluruh
untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang
evaluasi kebijakan jabatan fungsional Widyaiswara. Bab ini akan membahas
latar belakang dan alasan pentingnya evaluasi kebijakan ini, serta tujuan
penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, ruang lingkup dan struktur bab juga
akan dijelaskan agar pembaca memiliki panduan yang jelas tentang apa yang
akan disajikan dalam bab ini.

Peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan pegawai negeri
menjadi tujuan utama dalam kebijakan jabatan fungsional Widyaiswara.
Evaluasi yang teliti dan komprehensif terhadap kebijakan ini akan
memberikan wawasan penting bagi para pemangku kebijakan, institusi
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BEBAN KERJA WIDYAISWARA

A. PENDAHULUAN

Beban kerja mengacu pada semua aktivitas yang melibatkan karyawan,
waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan baik secara
langsung maupun tidak langsung (Johari et al., 2018). Beban kerja adalah
sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit
organisasi secara sistematis dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan
informasi tentang efisiensi dan efektifitas kerja suatu unit organisasi
(Yuniarsih dan Suwatno dalam Priyanto, 2018). Sedangkan Kasmir (2019: 40)
menyatakan bahwa beban kerja adalah perbandingan antara total waktu
baku untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan terhadap total waktu standar.
Pengertian tentang beban kerja juga dinyatakan Munandar (Harini et al.,
2018) bahwa beban kerja adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh
karyawan dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan potensi dan
keterampilan yang dimiliki.

Mengacu pada banyaknya definisi, dapat disimpulkan bahwa beban kerja
adalah persepsi dari pekerja mengenai kegiatan yang harus diselesaikan
dalam jangka waktu tertentu serta upaya dalam menghadapi permasalahan
dalam pekerjaan. Beban kerja dapat diukur dengan total waktu yang
dibutuhkan untuk penyelesaian tugas tertentu (Akob, 2016). Apabila seorang
pekerja mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah
tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja.
Namun, jika pekerja tidak berhasil maka tugas dan kegiatan tersebut menjadi
suatu beban kerja. Beban kerja adalah sesuatu yang dirasakan berada di luar
kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan. Kapasitas seseorang yang
dibutuhkan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan harapan berbeda dengan
kapasitas yang tersedia pada saat itu. Perbedaan diantara keduanya
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JENJANG KARIR DAN PENGHARGAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA:
MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN
PROFESIONALISME DI BIDANG PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang berkualitas di sebuah negara. Di Indonesia, peran widyaiswara sebagai
tenaga pendidik dan pelatih sangatlah penting dalam menciptakan generasi
yang tangguh dan berkompeten (Ditjen GTK, 2020). Oleh karena itu, adanya
jenjang karir dan penghargaan widyaiswara menjadi krusial dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tulisan ini akan membahas
peranan jenjang karir dan penghargaan widyaiswara dalam meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme di bidang pendidikan serta dampaknya
terhadap kualitas pendidikan di Indonesia

Profesi sebagai Widyaiswara adalah salah satu profesi yang cukup
menjanjikan di Indonesia. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang
bertugas sebagai pengajar atau pelatih di lingkungan pemerintah maupun
swasta. Profesi ini cukup menjanjikan karena kebutuhan akan pelatihan dan
pengajaran yang terus meningkat di era globalisasi ini. Selain itu, dalam
menjalankan tugasnya, Widyaiswara dapat memperoleh penghargaan dan
jenjang karir yang cukup menarik.
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ANALISIS PENGUKURAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

A. ANALISIS JABATAN (PENGERTIAN, TUJUAN, ASPEK, METODE DAN

TAHAPAN)

Analisis jabatan (job analysis) adalah suatu cara, prosedur dan kegiatan
yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang
pekerjaan, berupa: deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan dan
kompetensi yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil
pekerjaan serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Analisis jabatan
memberikan informasi berharga bagi perusahaan antara lain penentuan
strategi penarikan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan,
design dan redesign jabatan dan perencanaan SDM.

Analisis jabatan merupakan proses menghimpun dan mempelajari
berbagai informasi, yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional
dan tanggung jawabnya. Analisis pekerjaan memberikan ringkasan mengenai
kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan, hubungannya dengan
pekerjaan lainnya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan
lingkungan kerja dimana pekerjaan tersebut dijalankan

Analisis jabatan adalah upaya untuk mengidentifikasi suatu jabatan dari
segi aktivitas tugasnya, prasyarat dan spesifikasinya untuk nantinya dapat
menempatkan orang yang tepat, sesuai dengan kemampuan, keahlian dan
pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut. Hasil analisis
jabatan memberikan informasi yang menguraikan berbagai hal mengenai
jabatan tersebut, yang dapat digunakan untuk mengembangkan uraian
jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job spesification). Uraian
jabatan adalah suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan,
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EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Bab ini membahas proses penilaian kinerja jabatan fungsional
widyaiswara, yang merupakan langkah penting dalam mengevaluasi kinerja
individu yang bekerja sebagai widyaiswara. Penilaian kinerja yang efektif
memberikan informasi berharga mengenai prestasi dan kemajuan
widyaiswara dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik dan pelatih.
Bab ini menjelaskan teknik evaluasi yang berhasil, instrumen pengukuran
yang dapat dipergunakan, dan pentingnya melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan dalam proses evaluasi kinerja widyaiswara.

A. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang

Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jenis jabatan fungsional di
lingkungan instansi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk
mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia di berbagai instansi pemerintah maupun swasta.
Widyaiswara biasanya merupakan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan
dan keterampilan khusus di bidang pelatihan dan pengembangan sumber
daya manusia.

Dalam Permen-PANRB No. 42 Tahun 2021 dijelaskan bahwa, Jabatan
Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan,
pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka
pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara
pelatihan pada Instansi Pemerintah.
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYASWARA DI BALAI X:
MASALAH, KENDALA DAN SOLUSI

. MASALAH

Regulasi jabatan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa contoh
pengaruh yang mungkin terjadi:

Klarifikasi tugas dan tanggung jawab: Regulasi jabatan yang jelas dan
terdefinisi dengan baik dapat membantu dalam mengklarifikasi tugas dan
tanggung jawab yang diharapkan dari seorang pekerja. Hal ini dapat
menghindari kebingungan atau tumpang tindih dalam peran dan
tanggung jawab, sehingga memungkinkan individu untuk fokus pada
tugas-tugas yang seharusnya mereka lakukan. Klarifikasi ini dapat
meningkatkan kinerja individu dengan memberikan arahan yang lebih
jelas.

Standar kinerja yang terukur: Regulasi jabatan juga dapat memetakan
standar kinerja yang diharapkan dari individu dalam posisi tersebut.
Dengan adanya standar yang terukur, individu memiliki panduan yang
jelas mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja
mereka akan dinilai. Hal ini dapat mendorong individu untuk mencapai
hasil yang lebih baik dan meningkatkan kualitas kinerja mereka.
Pengukuran kinerja yang obyektif: Regulasi jabatan seringkali mencakup
metode atau prosedur untuk mengukur kinerja individu. Dengan adanya
pengukuran kinerja yang obyektif, individu dapat mengetahui sejauh
mana mereka telah mencapai target atau standar yang telah ditetapkan.
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Bendahara di Bidang SD, dan dilanjutkan pada tahun 2017 menjadi
Bendahara di Bidang BPTK. Tahun 2019 diberikan amanah menjadi Kepala
Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Paud, dan di tahun 2001 menjadi
Kepala Seksi Kesiswaan dan Kurikulum Bidang SD. Seiring dengan
penyesuaian jabatan fungsional di tatanan pemerintahan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat maka di bulan Maret 2001 alih fungsi menjadi
Analis Kebijakan Sub Koordinator Kesiswaan Bidang Pembinaan SD. Dalam
rangka implementasi ilmunya tentunya ingin sedikit berbagi pengalaman
dalam sebuah tulisan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi dunia
pendidikan yang selama ini digelutinya. Sehingga bisa membawa pencerahan
dari sisi sudut pemikiran lain yang sekiranya dapat dipahami pembaca.
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Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka,
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Fakultas Ekonomi Syariah Institut Tazkia Sentul City, Bogor pada tahun 2017,
dan setelah menyelesaikan Pendidikan S1 nya, pada tahun 2020 memperoleh
gelar Magister nya di Universitas Islam Bandung dari Fakultas Ekonomi
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saat ini.
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dan pada tahun 2022 sedang menempuh perkuliahan pasca sarjana S3 di
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6) Narasumber Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (Berorientasi HOTS),
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7) Koordinator dan Penulis Modul PKP Matematika SMK (Berorientasi
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12) Pendamping Implementasi Pembelajaran SMK PK, 2021-skrg, Ditjen
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‘Pel:an .
W ara

ualam Kerangka Kebjjakan Rublik

Widyaiswara mempunyai peran strategis dalam sebuah
lembaga kediklatan. Peran dalam diri seorang widyaiswara
berkaitan dengan tugas pendidikan, pengajaran, pelatihan,
evaluasi diklat dan pengembangan diklat dituntut untuk ikut
berperan menghasilkan sebuah diklat yang berkualitas tinggi.
Diklat yang berkualitas tinggi mampu menghasilkan lulusan
sesual dengan harapan UU ASN dan PP manajemen PNS
yaitu pegawai yang berintegritas, berkualitas dan memiliki
kompetensi yang tinggi. Widyaiswara yang memahami peran
dan tugas mulia diharapkan memberikan optimalisasi
pembinaan ASN di lingkungan lembaga masing-masing.
Untuk dapat memenuhi harapan tersebut lembaga diklat
mempunyai strategi yang inovatif, memberikan ruang yang
seluas-luasnya agar widyaiswara dapat mengembangkan diri
secara optimal agar berdampak pada optimalisasi pembinaan
ASN. Salah satu tugas Widyaiswara adalah membangun
kompetensi ASN. Kompetensi yang hendak dibangun sesuai
dengan Undang-Undang ASN dan PP terkait manajemen
PNS.
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